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NOM0R : 3                                                      TAHUN : 2009 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI 
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 
 

Menimbang    :   a. bahwa untuk membiayai pelayanan 
pendaftaran perusahaan, diperlukan sumber 
dana melalui pemungutan retribusi; 

 
 

b. bahwa ... 
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b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Pendaftaran Perusahaan sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan saat 
ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Pendaftaran Perusahaan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang ... 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756); 

13. Undang-Undang … 
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13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005  Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

18. Peraturan … 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 
Tahun 1986 tentang Penunjukan dan 
Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
yang melakukan Penyidikan Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 
ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran 
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2002 Nomor 82); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2008 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 
9); 

24. Peraturan ... 



 - 7 - 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Perizinan Di bidang Usaha 
Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran 
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2008  Nomor 26); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOGOR 

dan  

BUPATI BOGOR 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG 

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN. 
 
 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 82), 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 … 
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Pasal 3 

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan 
pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan dan 
pelayanan informasi perusahaan. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 

4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Subyek   Retribusi   adalah  orang pribadi atau 
badan yang memperoleh pelayanan 
pembaharuan tanda daftar perusahaan dan 
orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan informasi perusahaan, yang 
selanjutnya disebut wajib retribusi. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 

6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Retribusi diukur berdasarkan bentuk 
perusahaan dan jenis dokumen informasi 
yang diminta. 

(2) Bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 

a. Perseroan Terbatas (PT); 
b. Koperasi; 
c. Persekutuan Komanditer (CV); 
d. Persekutuan Firma (Fa); 
e. Perusahaan Perorangan;  
f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL); dan 
g. Perusahaan Asing. 

 
(3) Jenis ... 
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(3) Jenis dokumen informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Salinan Resmi; 

b. Petikan Resmi; 

c. Buku Informasi Perusahaan. 

 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 
7  berbunyi sebagai berikut : 

                                    

Pasal 7 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur 
dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh 
biaya pelayanan, pembinaan, pengendalian 
dan pengawasan pendaftaran perusahaan. 

 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 
8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 
pembaharuan tanda daftar perusahaan 
ditetapkan sebagai berikut : 

  
NO BENTUK PERUSAHAAN BESARNYA TARIF (Rp) 

1 Perseroan Terbatas (PT)  500.000,- 

2 Koperasi  100.000,- 

3 Persekutuan Komanditer (CV) 250.000,- 

4 Firma (Fa) 250.000,- 

5 Perusahaan Perorangan 100.000,- 

6 Bentuk Perusahaan Lain (BUL) 250.000,- 

7 Perusahaan Asing 1.000.000,- 

(2) Tarif … 
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(2) Tarif retribusi bagi Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) disesuaikan dengan bentuk 
perusahaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 
pelayanan permintaan informasi perusahaan 
sebagai  berikut : 

NO JENIS INFORMASI BESARNYA TARIF (Rp) 

1 Salinan Resmi 10.000,- 

2 Petikan Resmi 5.000,- 

3 Buku Informasi Perusahaan 50.000,- 

 
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai            berikut : 

Pasal 10 
Masa Retribusi adalah sama dengan masa 
berlakunya pembaharuan Tanda Daftar 
Perusahaan dan masa diperolehnya pelayanan 
informasi perusahaan. 
 

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, 

sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi 
sebagai  berikut : 

 
Pasal 17 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus 
dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 
2 (dua) hari sejak diterbitkannya SKRD, 
STRD, dan SKRDKBT atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

8. Ketentuan ... 
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8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, 

sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi 

sebagai  berikut : 

Pasal 18 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar 
tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang 
atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menerbitkan STRD. 

(2) Dalam hal STRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilunasi, maka dilakukan 
penangguhan penerbitan Tanda Daftar 
Perusahaan Pembaharuan atau Pelayanan 
Informasi Perusahaan. 

PASAL II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
 
 
 
 

Ditetapkan ... 
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Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal 4 Juni 2009 

      
   BUPATI BOGOR, 

 

              ttd 
 

 

   RACHMAT YASIN 

 
 
 
Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 4 Juni 2009 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 
 

                                   ttd 

 
 

                   ACHMAD SUNDAWA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2009  NOMOR 3 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

                   ttd 
 

       ESTANTONI KASNO 

 


